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sehingga berhak melakukan tindakan pengamanan, pertahanan negara dan 
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adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang sipil atau militer negara lain 

memasuki wilayah udara suatu negara tanpa regulasi izin yang lengkap dari 

negara yang dimasukinya (black flight). Intersepsi terhadap pesawat udara 

merupakan salah satu tindakan penegakan hukum atas kedaulatan wilayah ruang 

udara. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis bagaimana pengaturan 

Intersepsi (Interception) dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di 

ruang udara melalui black flight dan efektivitas tindakan intersepsi terhadap black 

flight di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang 

udaranya. Negara yang berdaulat berhak melakukan tindakan pengamanan, 

pertahanan negara serta keselamatan penerbangan atas ruang udaranya. 

Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang sipil 

atau militer nagara lain memasuki wilayah udara suatu negara tanpa regulasi izin 

yang lengkap dari negara yang dimasukinya (black flight). Intersepsi terhadap 

pesawat udara merupakan salah satu tindakan upaya penegakan hukum dalam 

menegakkan kedaulatan atas wilayah ruang udara suatu negara. 

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-

empiris dimana mengkaji pelaksanaaan atau implementasi ketentuan hukum 

positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intersepsi (interception) 

pesawat udara sipil dalam hukum internasional diatur dalam Annex 2 Appendix 2 

Konvensi Chicago 1944 yang berisi prosedur Intersepsi. Pengaturan Intersepsi di 

Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan. Tindakan Intersepsi secara khusus telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan 

Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Regulation part 170) tentang Peraturan Lalu 

Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules). Efektivitas tindakan intersepsi terhadap 

black flight di Indonesia dalam praktek penyelenggaraan operasi penyergapan dan 

force down oleh TNI Angkatan Udara dilakukan dengan tidak sewenang-wenang 

terhadap pesawat asing tetapi dengan memperhatikan tindakan kehati-hatian 

dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir. 

Kata kunci : Intersepsi, Penegakan hukum, pelanggaran, kedaulatan, ruang udara, 

Black flight.  
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ABSTRACT 

 

A state has an absolute and exclusive sovereignty for its airspace. A 

Sovereign state reserves the right to safeguard to organize a national defense, 

national security and Flight Safety over the airspace. Violation of the sovereignty 

of airspace is a situation in which a civilian or military aircraft entering the 

airspace of another country without complete permission of the country it enters 

(black flight). Implementation of the interception aircraft is one of law 

enforcement in violation of the sovereignty of airspace over the territory. 

The approach used in this study is the case study approach with the 

juridical normative-empirical where it examines the implementation or 

implementation of positive legal provisions factually in certain legal events 

occurring in the society in order to achieve the stated objectives 

From the research and of the analysis results can be seen that The 

Interception of civil aircraft in International Law is regulated Annex 2 Appendix 2 

of Chicago Convention which contains interception procedures. In Indonesia, the 

interception aircraft is regulated in Article 8 Law No. 1 of 2009 on Aviation. 

Interception is specifically set at Government Regulation (PP) No. 4 of 2018 

concerning Airspace Security of the Republic of Indonesia and Regulation of the 

Minister of Transportation of The Republic of Indonesia Number PM 65 of 2017 

concerning Civil Aviation Safety Regulations Part 170 of the Air Traffic 

Regulations (Air Traffic Rules). The effectiveness of the interception aircraft 

through black flight in Indonesia in the practice of organizing raid and force 

down by the Indonesian Air Force (TNI-AU) is refrain from resorting to the use of 

weapons against civil aircraft in flight and due regard to cautionary actions using 

violence as a last resort. 

Keywords : Interception of civil aircraft, Law enforcement, Violation, 

Sovereignty, airspace, black flight 
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